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BAR 1
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Moenleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa
penyelengpara  pelayanan  publik harus  melaksanakan Survel Kepuasan
Masyarakat secara berkala minimal | (satu) kali dalam setahun. Survei tersebut
dilakukan untuk mendapatkan gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap proses pelayvanan yang dilakukan oleh sebuah instansi/lembaga
pemerintahan. Indelks Kepuasan Masyarakat (1K M) memuat data dan informasi
mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang didapatkan dari hasil pengukuran
secara kualitatif dan kuantitanl atas pendapat atau masvkan dari masyarakat
serta stakeholder terkait yang memperoleh pelayanan dengan membandingkan
antara harapan; kebutuban dan kenyataan yvang terjadi.

Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Tapin selaku instansi pelayanan dan
konsultasi pajak daerah dan retribusi daerah melaksanakan survei Indeks
Kepuasan Masyarakal (IKM) schanyak 2 {dua) kali dalam setahun, Hal ini
merupakan  kegiatan rutin - yang  diperontukkan  untuk  menjaga  serla
meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan yang lebih utama untuk membangun
dan meningkatkan kepercavaan masyaralat atau sfadelofder terkait terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik dengan menjadikan keluban atav saran dari
masyarakal scbagai surana melakukan perbaikan kualitas pelayanan agar

menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.



Harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan adalah
mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkan dan terukur.
Pelayanan Badan Pendapatan Dacrah  Kabupaten Tapin  berkewajiban
memberikan pelayvanan vang prima dan terbaik sesual dengan janji dan standar
pelayanan serta menyediakan sarana prasarana atau fasilitas pelayanan yvang
memenuhi syarat kenyamanan dan keinginan pengguna lavanan.

Badan Pendapatan Daerah Eabupaten Tapin melaksanakan surver Indeks
Kepuasan Masyarakat {1IKM) semester I Tahun 2023 untuk mengukur kinerja
dan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak dan retribusi daerah. Hasil survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semester | Tahun 2023 ini akan menjadi
bahan penilaian terhadap unsur-unsur dalam pelayanan yang dicasa masih perlu
dilakukan upaya pembenahan dan mendorong dilakukannya perbatkan yang
berkelanjutan.

E. Tujunn

Tujuan dilaksanakannya survel terhadap pelavanan pajak dan retribusi
daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah untuk
mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IEM) pengguna layanan terbadap
kinerja unit pelavanan dan konsultasi pajak dan retribusi daerah Badan
Pendapatan Dacrah Kabupaten Tapin yang digunakan sebagai baban evaluas
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan guna menuju kualitas pelayanan
yvang prima.

C. Sasaran
|. Tercapainya perbaikan kinerja pelavanan Kantor Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tapin dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada

peniguna layanan.



2,

Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai
dengan apa vang dibarapkan pengguna pelayanan sehingga proses pelayanan

yang dilakukan dapat memenuhi harapan dan keinginan pengguna layanan.

D. Prinsip

Pelaksanaan survei kepuasan masyarskat pelayanan perpajakan dan

retribusi daerah dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

b

Fad

Transparan

Hasil dar survel kepuasan masyarakat terhadap pelavanan dan
konsultasi pajak dan retribusi daerah muodah diakses oleh masyarakat
pencrima layanan dan dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin,
Partisipatif

Dalam melaksanakan survel kepuasan masyarakat melibatkan peran
serta masyarakat atau srakefolder terkait uniuk mendapatkan hasil survey
yang schenamya,
Akuntabel

Polaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dan dapat
dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada para pihak vang
berkepentingan.
Berkesinambungan

Pelaksanaan survel kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan untuk melihat perkembangan dan kemajuan  peningkatan
kualitas pelayanan kepada penerima layanan,

K eadilan



Dalam pelaksanaan survei Kepuasan masyarakat yang  dilakukan
menjangkau seluruh pengguna layvanan dengan tidak pernah membedakan
status ekonomi, budaya, agama, polongan dan lokasi geografis serta
perbedaan fisik dan meotal.

Netralitas

Bahwa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan tidak

mengarah kepada kepentingan pribadi, golongan, dan tanpa memihak kepada

SIEpapun.

. Manfaat

I.

{ 2% ]

Agar diketahw kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penvelengparaan pelavanan dan konsultasi pajak dan reinbusi dacrah.
Sebagai bahan penetapan kebijakan vang perlu diambil dan upaya tindak
lanjut vang perlo dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Arar mengetahui Indelcs Kepuasan Masyarakat (IKM) secara menyuluruh
terhadap lhasil pelaksansan pelayanan dan konsultasi pajak dan retribusi

ducrah guna perbaikan sccara berkelanjutan,



BAB I
METODE SURVEI

A, Pelaksanaan dan Teknik Sorvei

survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayvanan pajak dan retribusi

dacrah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dilakukan

melalui metode penelitian kvantitatif yaitu dengan menyebarkan kuisiner

sehagai alat pengumpul data kepada masyarakat atau pihak vang menjadi

penerima layanan, Adapun tahapan dalam pelaksanaan survei tersebul adalah -

1. Tahap Persiapan

d.

Membuat daftar pertanyaan pada kuisioner untuk survei Indeks Kepuoasan
Masyarakat (IKM) Semester 1 Tahun 2023 sesuai dengan indikator-
indikator vang telah ditetapkan dalam Permenpan RB Nomaor 14 Tahun
207 tentang Pendoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakal Unit
Penvelenggara Pelavanan Publik.

Merancang lembar kuwisioner survel berdasarkan daftar pertanyaan yang
telah disusun,

Melakukan penggandaan lembar kuisioner survei guna tersedianya lembar

kuisioner guna menuju tahap pelalsanaan survei,

2. Tahap Proses

i,

Pelaksanaan survel dilakukan dalam jeangka wakiu 6 bulan yang dimulai
dari tanggal 2 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023,

Melakukan penyebaran lembar kuisinoner kepada penerima layanan pada
Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Melakukan pegecekan dan monitoring sceara berkala terkait penyebaran

kuwstoner kepada para masyarakat atau stakefolder penerima loyvanan.



3. Tahap Analisa dan Evaluazi

a. Melakukan rekapitulasi hasil survei kepuasan masyarakat vang telah diisi
aleh responden untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan.

b. Membuat analisis, evaluasi, dan rekomendasi dan data yang ielah
diperoleh.

¢. Menyusun laporan survel kepuasan masyarakat semester 1 Tahun 2023
Kantor Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Tapin.

4. Metode Pengolahan Data
Perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan
mengpunakan pengukuran Skala Likerf yang mengacu kepada Permenpan RB

Momor 14 Tahun 2017, Metode pengolahan data melipudi :

a. Data dari isian survel tersebut yang berasal dam setiap responden
dimasukkan ke dalam tabulazi dar pertanyaan | {Ul) sampai dengan
pertanyaan 2 (U9) sesuai dengan unitan dalam lembar kuisioner survei.

b. Perhitungan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (TEM) techadap 9
pertanyaan pelayanan yvang dikaji, setiap uwnsur pelayanan memiliki

penimbangan vang sama dengan rumus schagai berikut -

Jumlah Bobaot |
Bobot Milai Rata-Rata Tertimbang = = =N
Jumlah Unsur X

Keterangan :

N = Bobot mlai per unsar

¢, Setelah lembar isian surverl terkumpul kemudian dihitong masing-masing

nilai unsur pelayanan dengan menggunakan rumus :



d. Betelah nilai wnsur pelayanan diketabui kemudian dicar nilai Indeks

Nilai Unsur Pelayanan =

Total dari Nilai Persepsi per unsur

masing-masing unsur pelayanan dengan rumus :

Total unsur yang terisi

Indeks Per Unsur = Nilai Unsur Pelayanan x Bobot Nilai Tertimbang

e. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survei  Indeks
Kepuasan Masyarakat (TKM) yaitu antara 25 — 100, maka hasil penilaian

tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus

sebagai berikut :

Milai SKM Konversi Per Unsur = Nilai Indels Per Unsur x 25

Langkah selanjutnya adalah hasil dari survei

dildlasifikasikan ke dalam 4 inlerval schapai berikut -

Tabel 2,1 Nilui/Skor Persepsi, interval Survei IKM, Interval Konversi Survei

IKM  pelayanan

KM, Muty Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

Nilai  Nilai/Skor Interval | Niifai Internal Mutu | Kinerja Unit
Persepsi Srerved IKM Konversi Survei | Pelayanan Pelayanan
IKM
4 3.5324-4.00 | 88.31—100.0 A Sanpat Baik
| 3 3.0644 —3.5324 | 76.61 - 88.30 B Baik
| 2 260-3.064 | 65.00-7660 | C Kurang Baik
| 1 1.00 - 2. 5994 2500 — 64.99 D Tidak Bailk

B, Prosedur Survel

Responden dapat mengisi survel kepuasan masyarakat terhadap pelayvanan
dan konsultasi pajak dan retribusi daerah melalui lembar kuisioner. Sebelum
menjawab survel tersebut responden harus mengisi data pribadi yang lerdiri

seperti

pelayanan vang diterima.

umur, jenis kelamin, pendidikan teralchir, jenis pekerjaan, serta jenis




Untuk mmengetahui tingkat TKM terhadap pelayanan tersebul. mala
responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif dari berbagai
indikator }rané ada dalam survei. Adapun indikator-indikatornya adalah schagai
berikut ;

I. Kesesuaian persyaratan;

2. Kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan;

3. Kecepatan waktu;

4. Kewajaran biaya atau tarif;

5. Kesesuaisn produk pelayanan antara yang tercantum dengan hasil yang
diterima;

. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;

7. Kesopanan dan keramahan petupas:

8. Kualitas sarana dan prasarana;

9. Penanganan pengaduan pengguna layanan.

. Populasi

Populasi ialah wilayah generalisir yang terdin dari objek atau subjek vang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditctapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam survei ini
adalah masyarakat yang datang dan meminta [ayanan pada unil pelayanan pajak
dan retribusi daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Lintuk populasi sebenarnya dari wajib pajak semester 1 (satu) tahun 2023
pada Kantor Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Tapin berjumlah 4157 orang

(penerima layvanan),



D. Sampel
Berdasarkan pedoman vang {ercanium didalam Permenpan RB Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit
Penyvelenggara Pelavanan Poblik disebutkan bajwa vang dijadilcan dasar uniule
penetapan jumlah responden adalah menggunakan tabel sampel dari Krejeie and
Maorgan atau dihitung dengan rumus :
S = ENPO)  AAN-D + PO
S = Jumlah Sampel
% = Lambda (Faktor Pengali) degan Dk =1
Taraf kesalahan survei ini digunakan 10%
N = Populasi
P (Populasi menvebar normal) = Q = 0,05
D =0,05
Dengan menggunakan rumus tersebut dapat diketahui balwa besarnya
sampel untuk surved ini adalah 180 sampel.
E. Kuisioner
Kuisioner adalah dafiar sejumlah pertanyaan yang tertulis dimana berguna
untuk mendapatkan informasi dari wajib pajak. Skala pengukuran dalam
kuisioner ini menggunalkan skala Likert dengan 4 (empat) piliban jawaban.
a. Tidak setuju diberi skor 1.
b. Kurang setuju diberi skor 2.
c. Sewju diberi skor 3.

d. Sangat setuju diberi skor 4.



Menurat Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokeasi Nomor 1[4 Tahun 2017, unsur-unsur dalam  Survei

Kepuasan Masyarakat meliputi :

l.

6.

Persvaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan telknis maupun administratit.

Sistern, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan termasuk pengaduan.

Walktu penyelesaian

Waktu penvelesaian adalah jangka wakiu yang  diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Biaya/taril

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus danfarau memperoleh pelayanan penyelenggara vang
besarnya ditetapkan berdasarkan kescpakatan antara penyelenggara dan
masyarakal.

Produk spesifikasi jenis pelayvanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelavanan vang diberikan
dun diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kompetensi pelaksana

Komptensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki olch
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Perilaku pelaksana
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Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalab tata cara pelaksnaan

penangeanan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu vang

merupakan  penunjang  utama terselengparanya  suatl  proses.  Sarana

digunalcan untuk benda vang bergerak dan prasarana untuk benda vang tidak

bergeral.

F. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakal

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakal ini dibentuk Tim

Penvusunan Survel Indeks Kepoasan Masyarakat sesual denpan Eeputusan

Kepala  Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Tapin Nomor 970/06

BAPENDA/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim Penyusunan Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, Adapun nama-nama tim penyusun

survei dapat dilihat pada tabel berikut -

Tabel 1.2 Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat

No Nama

Jabatar Bings

Jabeatan Tim

I H Sapuanm 8 8os M.AP

2 | H Mukhadi SE MM

Kepala Badan

Pengarah

Kabid Pembukuan
& Pelavanan

Penanggungjawab

3 | Ahmad Muzakkir Rabi SE

Pl Kasubbid
Pelavanan &
Pengelolaan Sistem
Informasi

Ketua
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4 | Mahmudah ] Sta_f- o Anggota
5 | Mowi Seliva A.Ma.Pust Staf Anggota
fi | Zhuleha Arisna S Kom MM | Staf Angeola
7 | M. Puisal Amiruddin ST Staf Anggola

G. Jadwal Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.3 Jadwal Pelaksanaan Survei Indels Kepuasan Masyarakat

‘ Bulan
| No Kegiatan 7 2 3 4 5 P "
! ] Penetapan Pelaksana A
Penviapan Bahan

2 : J
L~ |Survei

3 | Pengumpulan Data d 11 8] A

4 | Pengolahan Data &

5 | Penyusunan Laporan +

4] Evaluasi Hasil Survei

7 | Penyampaian Laporan
Survei




BAB 1
ANALISIS HASIL SURVEI

A, Hasil Survei
[. Tdentitas Responden
Jumlah responden survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin mencapai
180 orang responden yang terdin dari ;

a. Jenis Kelamin

1 Laki-Laki 100 Responden 55%
2 Perempuan 80 HH?FGHI;E_‘_I'_'I'H - 45%
Total 180 Respondan

Source: Bodan Pendapaton Doerah Kabupaten Topin

b. Pendidikan Tetakhir

No ‘Pendidikan Terakhir Jumlah - Prosentase

5 S50 6 Responden 3%

2 SLTP 12 Responden 7%

3 SLTA &4 Respondan 5%

4 D1/02/D3 26 Responden 15%

5 51 65 Responden I6%

& 52 Keatas 7 Responden 4%
Total 180 Responden

Source; Badon Pendopaton Doeroh Kabupaten Tapin

c. Pelerjaan

1 Pagawai Swasta 41 Responden 23%
2 Wirausaha 41 Responden 23%
3 PMS/TMI/Palri 45 Responden 23%
4 Palajar/Mahasiswa 6 Responden 3%
5 Lalnnya 47 Responden 26%
Total 180 Responden

Source: Bodan Pendapotan Doerah Kobupaten Topin
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2. Rckapitulasi Hasil

a. Kesesuaian Persyaratan

b.

LR

Bagaimana Kesesuaian Persyaratan
dengan Jenis Pelayanan yang diberikan

& Tidak Sesua
B Kurang Sesuai

- Besuail

= Sangat Sesual

Kemudahan Prosedur

Bagaimana Kemudahan Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

“ Tidak Mudah
® Kuranp Mudah

: ' Mudah
| # Sangat Mudah

Kecepatan Waktu

Bagaimana Kecepatan Waktu dalam
Memberikan Pelayanan

u Tidak Tepat
|  Kadang Tepat I
Banyak Tepat
B Selalu Tepat
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d. Kewajaran Biaya/Tarif

Bagaimana Tentang Kewajaran
Biaya/Tarif Pelayanan

& Sangal Mahal
® Cukup Mahal

Murah

W Gratis

¢, Kesesnaian Produk Pelayanan

I Bagaimana Tentang Kesesuaian Produk
Pelayanan

B Kurang Sesual

Sasual
' u Sangat Sesual

[ Kemampuan Petugas

B Tidak Sesual

Kemampuan Petugas dalam Memberikan
Pelayanan

‘ # Tidak Mampu
# Kurang Manmpu

' Mampu
W Sangat Mampu

-
: Bagaimana Pendapat tentang

- - N e N—— I |
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g Perilaku Kesopanan dan Keramahan Petugas

Bagaimana Tentang Perilaku Kesopanan
dan Keramahan Petugas

. w Buruk [

 Cukup Bailk
Baik

m Sangat Baik |

h, Kuoalitas Sarana dan Prasarana

Bagaimana Tentang Kualitas Sarana dan
Prasarana dalam Pelayanan

= Buruk

W Cukup |

[
Baik ;
; = Sangat Balk

i. Penanganan Pengaduan

Bagaimana Tentang Penanganan
Pengaduan Pengguna Layanan

[

’ = Tidak Ada
W Tidak Berfungsi

| Kurang Maksimal
" Dikelola Baik
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B, Analisis Survei

Keseluruhan survel vang telah disebarkan kepada total 180 responden
dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari
proses pengolaban terhadap kuisioner yang telah tenst tersebut, diperolch nilai
muiu pelayvanan pajak dan relribusi daerah pada Kantor Badan Pendapatan
Draerah Kabupaten Tapin dipersepsikan *BATK™ oleh penerima layanan, Hal ini
terlihat dari Nilai IKM vang diperoleh sebesar 82,41, Jumlah nilai rata-rata per
unsur dapat dilihat pada Tabel berilout :

Tabel 3.1 Jumlah Nilai Rata-Rata Per Unsur dari Indeks Persepsi Kualitas

Pelayanan
]
Mo | Unsur Pelayanan Nilai Rata- Mutu |
B Pelayanan |
| K csesuaian Persyaralan 3.0 BAIK
3 Kemudahan Sistem, Mekanisme, 3,09 BAIK
1 dan Prosedur
3 | Kecepatan Waktu 343 BAIK ]
4 | Kewajaran Biaya/Tarif 4.00 SANGAT BATEK
5 | Produk Pelayanan 3,04 BAIK
6 | Kemampuan Petugas 3,30 BATE
7 | Kesopanan dan Keramahan 3,12 BAIK
Petugas
8 | Kualitas Sarana dan Frasarana 3,03 BAIK |
9 | Penanganan Pengaduan 35 | BAIK

Jumlah nilai persepsi rata-rata per unsur pelayanan menunjulkkan penilaian
masyarakat terhadap unsur pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah pada
Kantor Badan Pendapatan Dacrah Kabupalen Tapin, Unsur-unsur pelayanan
berada pada jumlah rata-rata kisaran infterval 3,0644 — 3532 atau muin
pelayanan B (Baik) dan Jumlah nilai rata-rata kisaran interval 3,544 — 4,00 atau
muly pelayanan A (Sangal Baik) sehingga apabila dirata-ratakan mutu

pelayanan per unsur pelayanan umumnya dikategorikan BAIK.
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Berdasurkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai
persepsi rata-rata terbinggr atau mutu Jayanan A adalabh unsur kewajaran
biayastarif (4.00), sedangkan nilai persepsi rata-rata terendah adalah unsur
Kesesuaian Mersyaratan dan Kualitas Sarana serta Prasarana.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin, maka vang perlu diprioritaskan adaslab
pada unsur vang mempunyal nilai vang paling rendah. Sedangkan unsur yang
mempunyai nilai vang tinggi harus tetap dipertahankan, Dari 9 (Sembilan ) unsur
yang telah ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur
nilai Indeks Persepsi Kuoalitas Pelayvanan dengan muta pelayvanan BATK,

Untuk menciptakan pelayvanan publik kepada penerima layanan vang
berkualitas dan sesuai dengan harapan para pengguna layanan, setiap unsur
pelayanan yvang telab ditetaplcan harus ditingkatkan kembali sehingga bisa
mencapai nilai persepsi A otau sangat baik khususnya unsur kesesuaian
persyaratan dan kualitas sarana serta prasarana. Data detail hasil survel dapal
dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tahbel 3.2 Nilai Unsur Penilaian

o i
‘ Respangen U1 U2 uz ug Us Li6 uz ug ug
‘ 1 3 3 3 4 3 3 3 B i T :
| 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 !
g 3 3 3 4 2 3 3 3 ___11-_ |
_4' g ; _._3 3_-_1'-1- - 3- 3 3 3 4
5 3 3 4 4 3 3 __3 3 _4__
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13

14

15
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20

21

22

23

24

25

26

27

28
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33 3 3 2 3 2 1
3 | s | 2| 2 3 | 2 | 1
34 3 i} 4 4 4 4
35 3 3 3 3 3 3
36 3 3 2 3 2 3
3.? i | 3 4 2 4 3 4
38 s | 4 oa s 4| oa
35 3 3 4 4 3 4
4 3 _4_ 4 3 3- _4_
41 3 3 a ) 3 E] 4
42 3 2 i 2 3 _4_
43 3 3 4 3 3 4
44 3 4 _;_ 3 4q
45 3 4q 4 4 ; 4
46 3 3 A 3 3 4
47 3 3 3 3 3_ 3
48 3 3 3 | 3 3 1
43 3 A _3_ 3 | 3 3 4
50 2 3 3 3 3 4
51 3 | 3 3 3 4
52 3 3 4 3. -_3 4
53 3 2 2 3 2 |
54 3 4 q _4 4 4
55 3 3 3 3 3 - 3
-55- 3 3 2 3 2 3
57 3 3 3 3 3 3
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3

E

3

E1

£

62

a3

&5

&6

a7

71

72

73

74

75

fa

78

749

ag

&1

a2
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84 3 3 3
e
86 3 3 3
&7 3 3 i
B8 3 3 4
B9 3 3 4
o EmTe e
a1 _ 3 | -3 | 4
5:? - 3 -3 | -3-
@ | 3 | 3|3
__:4_-_._ 3 3 il
a5 3 | 3 - 3
86 | 3 3 4
i a7 - 3 3 'J'-
98 3 3 4
95"_ 1B 3 3 4
w0 | o3| 2| 3
101 3 3 3
. __'Irl‘.;.? 3 3 - -_l'l
103 3 3 4
i 104 3 4 Fi
105 | 3 4 4
16 3 | 3 | »
107 | 3 “-3: | : -4
108 3 3 I 3
109 3 3 3




110

111

112

113

114

113

117

118

113

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135
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136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

142

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161
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162 3 4 4 " 4 A P
163 3 3 2 2 | 2 | 3 2 4
154 3 3 2 2 3 3 3 3 4
165 3 4 4 3 a 4 4 4
166 3 3 3 3 3 3 5 3
167 3 3 ] 2 2 3 4 4 ;
168 - 3 3 | a3 3 3 3 3 i
169 3 3 3 3 5 5 | % -
170 3 3 4 3 5 4 9 4'
i71 3 3 3 3 3 3 | 3 3
172 3 3 4 2 = ; = : ; z =
173 3 3 3 3 4 5 | & i
174 3 3 4 3_ 3 3 3 a
175 3 4 4 3 A 5 3 " =
__'I_}-'E | 4 4 3 a 4 4 T 4
177 3 i | a s Fad &0 5 |
178 3 3 3 3 3 - -3 3
: 1?;_ 3 3 3 5 3 % 4 2
180 3 1 | a : a3l 3]3
L«ILL:.':; 540 | 557 | 618 547 | 594 | 561 | 545 | 657
-.:'::u’; B0 | S | A 304 | 330 | 3,12 | 3203 | 365 |
NRR /
UNSUR 23 | 03 | 04 63 | 64 | 03 | 02 | 04 | 330
Trimbng B B
IKM PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 82,41
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. Rencana Tindak Lanjut

Haszil Analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelavanan

publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh

karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur

yang paling rendah hasilnya.

Penentuan  perbaikan  direncanakan tindak lanjut dengan prioritas

perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari

12 bulan. kurang dari 24 bulan), atav jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut ©

Tabel 3.3 Rencana Tindak Lanjul Perbaikan

NO Prioritas Program/ Wakiu Pennnggung
Unsur | Kegiatan TWI |TW2I| TW3 |TW4d Jawab
Melakukan | | Badan
peningkatan Pendapatan
1 Kesesuaian | wawasan terkait Daerah
Persyoratan | persyaratan baik = & . " Kabupaten
uniuk penerima Tapin
layanan maupun |
| petugas '
Penambahuan | Badan
Kelengkapan kelengkapan [ Pendapuian
2 Sarana dan sarana dan < | Dacrah
Prasarana prasuTans Kabupaten
pendulkung Tapin
| proses pelavanan ‘
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BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A, Kesimpulan

Secara umum muty pelavanan pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Tapin dipersepsikan
BAIK oleh masyvarakal pengguna layanan. Hal im terlibat darn nilai TKM yang
diperoleh adalah 82,41 (kisaran nilai baik adalah 76,31 — 88.20). Nilai IKM
dipublikasikan kepada pengguna layanan SEP dengan format sebagaimarna
tercantum lampiran. Unsue pelavanan vang diangpap paling memuaskan oleh
responden adalah Kewajaran Biaya/Tarif, serta unsur pelayanan yang dianggap
tidak terlalu memuaskan adalah kesesuaian persyaratan dan kualitas sarana dan
Pardasarand.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah
padas Kantor Badan Pendapatan Daeralh Kabupaten Tapin, dalam upava
memperbaiki pelayanan vang diberikan kepada masyarakat dan stekefolder
terkait, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dirasa perlu untuk
memperhatikan kesespaian persyvaratan yang harus dipenuhi dalam penguriusan
pelayanan dengan jenis pelavanan vane diberikan dan kelengkapan serta kualitas
sarana dan prasarana yang lersedia pada Kantor Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tapin,

I‘Sifﬁﬂﬂtll"i EQE’DDE | G{H
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LAMPIRAN




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No.35 Telp/Fax.(0517) 2035174

RANTAU Kode Pos 71111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 970/ 05 [BAPENDA/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

é.

_l._c.'l'

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan surver mdeks kepuasan
masyarakat, maka perlu menunjuk dan menetapkan ‘['m Penyusunan
Surver Indeks Kepuasan Masvarakat,

Bahwa untuk konsideran hurul a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Undang Undang Nomor 8§ Tahun 1965 tentang Pembentukan [Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Dagrah Timgkat 1l Tapin dan Daerah Tinglkat 11
Tabalong (Lembaran Negara ‘Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 2756);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelaenggaraam
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Megara Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3851),

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan aerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan [Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah dengan Undang Undang
MNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Momor 108, Tambahan [embaran Negara Nomor 4548);
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubhk
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 5038},

Peraturan Pemernintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomeor 2153,



Menetapkan

KIESATI

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELINMA

6. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organizasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrast
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);

7. Peraluran Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrast Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penvusunan Survel
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengpara Pelavanan Publik,

8  Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang

Urpsan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAM PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN TENTANG PERUBAHAN TIM PENYUSUNAN
SURVEL INDERS KEPUASAN MASYARARAT TAHUN 2023
Menetapkan tim pelaksana survel indcks kepuasan masyarakat tahun 2023
untuk pelayanan publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
Tim pelaksana survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksod
Diktam KESATU adalah tercantum dalam lampiran vang tidak terpisahkan
dari Keputusan .

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan i dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pendapatan Dasrah
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kepulusan ini, akan
dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinyva.

Keputusan mi mulat berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Rantau. 06 Februar 2023

: L. S.50s MADP
NP, 19680415 199002 | 003



Lampiran
Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Dacrah

Tenlang : Tim Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
Nomor 1970/ /BAPENDA2023
Tanggal » 06 Februari 2023

TIM PENYUSUNAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022

N NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM

I | 1, SAPUANI, §.S0s, M.AP Kepala Badan Penparal
2 [ H. MUKHADI, SE, MM Kabid, Pembukuan & Penanggungjawab

— - . Pelayanan

Plt. Kasubbid Pelayanan &
3 | AHMAD MUZAKKIR RABIL, SE Pengelolaan Sistem Ketua
' Informast

4 | MAHMUDAH Staf Anggota
5 | ZHULEHA ARISNA, S.Kom Staf Anggola
6 | M. FAISAL AMIRUDDIN, ST Staf T Anggota

| 7 | NOVISELIYA, A Ma.Pust Staf Anggota |

KEPALA BAPENDA ﬁ_
KABUPALHZIAPIN

. SAPUARI, 5.50s. MLAP
NIP. 19680415 199002 1 (03



DATA RESPONDEN IKM

Mo |  Umur [Thin) lenis LfP Pendidikan Ienis Pekerjasan Jenls Layanan
1 21 L 5LTA PelajarfMahasizwa Pembayaran PRB-P2

2 i L 0L02/03 Pelajar/Mahazizwa Pembayaran PRB-P2

E 23 L 5LTA Pepawail Swasta Pembayaran Pajak Parkir

4 22 P 51 Pegawal Swasla Pembayaran PBBE-P2

5 5 L 82 Lalnnya Pembavaran Retrbusi Pendopo
& 3 3 31 Pegawal Swasta Permbavaran PAT

7 a3 P 5LTA Pegawal Swasta Konsultas! BPHTH

B 37 L mfo2/03 Wirausaha Pembayaran Pajak Restoran
9 28 P 51 Pegawsai Swasta Perbaikan Data PEBR-PZ

i0 34 F SLTA Lainnya Paendaftaran PBB-P2

11 a5 L SLTA Lainnya Pendaftaran PEE-P2

12 £ P ol PHS/THI/Polr Kensultasi BPHTH

13 24 L ELTA Wiirausaha Konsultasi APT

14 29 L SLTA RS/ THI/Pali Pembayaran BPHTE

15 3 P 52 Pegawai Swasta Konsuftasi BPHTS

16 49 L 51 Lainmya Pembayaran PRE-P2

17 55 L 51 PRE/THIPobr Permbayaran Rurnah Dinas
18 33 F 51 PSS T Polr Pernbayaran Rumah Dinas
15 14 P SLTP Lainnya Pembayaran PBR-P2

20 28 L 50 Lainnya Pembayaran PEB-F2

21 7 L 50 Wirausaha Pandaftaran PRO-F2

22 40 L ilTA Wirausaha Permbayaran Pajak Hiburan
23 A4 p SLTP Lainmya Pendaftaran PEE-P2

24 43 P 52 Pepawai Swasta Pembayaran PRJ

25 22 L SLTA Wirausaha Konsultash Pajak Restaran
26 24 P 51 Pepawai Swasta Pembayaran Pajak Restoran
27 x4 L SLTA Pagawai Swasta Konsultasi Pajak Reklame




28 23 S5LTA Lainnya Fembayaran PEE-F2 Desa
29 31 51 Lainnya Konsultasi Pajak Reklame
0 45 SLTA Wirauzaha Pembayaran Pajak Reklame
31 4 51 PSS T Palri Fembayaran Bumah Dinas
iz 32 52 PHS/TME Palrl Pembavaran Sewa Pendopo
33 28 SLTA Lainnya Pembayaran Pajak Parkiv

34 20 51 Pegawal Swasta Kowsiltazl BPHTE

35 32 52 Pegawsal Swasta Konsultasi PAT

36 45 SLTA Wirausaha Ronsultasi Pajak Hoteal

37 41 SLTA Wirausaha Pembayaran Pajak Hotel

38 57 51 Lainnya Pernbayaran PEE-P2

39 53 52 Wirausaha Pembayaran FEB-P2

40 3 SLTA Lalnnya Ronsultasl Peiyewaan Perdops
a1 70 SITA Pelajar/Mahasiswa Pembayaran FEB

42 el SLTA Pelajar/Mahasiswa Pembayaran Pajak Hotel

43 42 51 PMS TS Polri Pendaftaran PEB-P2

LR 51 Lainnya Konsultasi Pajak Sarang Walet
45 SLTA PRS/THIPolri Perbayaran Rumah Dinas
a4k 41 D1/02/03 Pelajar/Mahaziswa Pembayaran PBE-PZ

57 24 oifo2/o3 Wirausaha Pembayaran Pajak Restoran
48 29 S5LTA Pegawal Swasia Pembavyaran Pajak MEBLE
49 25 51 Wirausaha Konsultasi Pajak Restoran
50 20 SLTA Wirausaha Pembayaran Pajak MELB

51 33 50 Lainmwa Permbayaran PRB-P2

52 23 5LTA Lainnya [onsultasi Pajak MELE

53 25 51 PRS/THIPolri Pembayaran Rumah Dinas
54 24 D1/02/03 Lainmya Pembayaran PBE-P2 Desa
55 22 ELTA Wirausaha Pembayaran Pajak Restoran
56 31 51 PMS/TMI/Polri Perubahan Data PRE-P2




57 249 SLTA Lainnya Pemmohonan Sewa Pendopo
Lt 50 51 Lainnya Pemhalllaran PEBE-P2

59 a7 SLTA Pepawai Swasta Pembayaran Pajak Parkir
B0 39 51 PRS/TMIfPolri Pembayaran Rumah Dinas
Bl 40 DLo2/03 PHS/THIfPolr Pembayaran Rumah Dinas
52 42 SLTA Wirausaha Pembayaran Pajak Hiburan
&3 23 51 Wirausaha Pembayaran Pajak MELE
64 5 SLTA Wirausaha Konsultasi Pajek Reklame
&5 3z SLTA Wirausaha Pembayaran Pajak Hatel
GE 49 SETA Lainnya Pembayaran PEE-PZ

&7 o2 sD Popawal Swasta Pembayaran PEE-P2

bE 35 3 Pegawal Swasta Konsultasi Pajak WMBLE

a9 61 S0 PRS/THIfFolr Pembayaran FEE-P2

70 49 SLTP Wirauzahs Konsultasi Pajak MBLE

71 49 BLTA Lainmya Konsultasi Pajak RMBLE

T2 49 SLTA PMSTHIfPalri Pembaryaran PRB-P2

T4 42 SLTA PHS/TNI Palr Pembayaran PRE-P2

T4 28 S0 Pepawai Swasta Pengecekan PRB-P2

75 27 SLTA Pepawa Swasta Pembayaran PBB-PF2Z

i sl %1 PMS/ T Polri Pembayaran PEB-P2

77 25 51 Pegawai Swasta Pembayaran PBE-P2

78 49 SLTA Lalnnya Pengecekan PBE-FZ

79 57 51 PNS/TNI/Polri Pengecekan PBA-P2

a4 43 SLTA Wirausaha Konsuktasi Pajak MBLE

81 57 51 PMS/THI/Polri Pengecekan PER-P2

&2 a2 SLTA PINS T Polr Perubahan Data PRE-P2
&3 a5 51 PSS THI/Palri Pengecekan PEE-P2

&4 19 SLTP Pelzjar/Mahasiswa Pendaftaran PRB-P2

85 25 SLTP Pegawai Swasta Ferubahan Data PEB-PZ




86 28 sLTA Pegawal Swasta Pembayaran Eumah Dinas
87 52 SLTA Lainnya Pembayaran PEB-F2

bt &3 D1/02/03 PMS/THI Polri Pengecekan PER-P2

B9 32 51 PG/ TR/ Polri Konsultasi Penyewaan Pendopo
an 52 SITA PHS/ T/ Polri Pernbayaran Rumah Dinas
91 24 51 Pegawai Swasta Balik Namva PBE-P2

a2 27 £1 Pegawai Swasta Parbaikan Data PBE-P2

a3 26 51 Pegawai Swasta Penutupan MEWPD

94 39 SLTA ifirausaha Konsultasi Pajak Sarang Walet
a5 31 SUTA PSS THIS Polri Perubahan Data PRB-P2

o6 22 p1/D2/03 Pepawai Swasta Konsultas Pajak Reklame
97 B0 D1/D2/03 Lainnya Pengecekan FBB-P2

a8 32 SLTA Pepgawai Swasta Konsultasi Pajak Reklame
L 50 Di/Dod PRS/THI Palr Perubahan Data PEB-P2
100 42 51 PRS/TNIPelri Perbatkan Data PEE-P2

101 32 D1/02/03 Pegawai Swasta Pembayaran PEE-P2

102 40 51 Wirausaha Konsultasi Pajak MBLB

104 a6 51 PMS/ TN Polri Permbayaran Kumah Dinas
104 a7 01/D2/D3 PNS/TMI Polri Konsultasi PEB-P2

105 53 01,/D2,/D3 PMS/ TR/ Polri Konsultasi Sewa Pendopo
106 43 5LTA Pegawal Swasta Perubahan Data PRE-P2
17 45 SLTA Pezawai Swasta Pembayaran PEE-P2

108 32 51 Lainmya Pembayaran PBE-F2 Dasa
10 22 ELTP Lainnya Pendaftaran PBB-P2

113 21 51 Wirausaha Konsultasi Pajak Hotel

111 35 Dio2/03 Wirausaha Pembayaran Pajak Restaran
112 26 SLTA Wirausaha Konsultasi AFT

113 3B SLTP Lainnya Pembayaran Pajak Hotel
114 27 SLTP Lalnnya Pembayaran Pajak Hiburan




115 43 51 Pagawa Swasta Fonsultasd Pajak Reklame
116 49 51 Pepawal Swasta Pembayaran PRI

117 30 51 Wirausaha Pembayaran Pajak Reklame
118 25 SLTA Wirausaha Pembavaran Pajak MBLE
119 26 51 Pegawai Swasta Pembayaran Pagak Parkir
120 44 oo2/03 PS5,/ TMI/Palri Perubahan Data PBB-F2
13 46 BEFADERINE] PG ST Polri Peribayaran PER-P2

122 57 51 Lainnya Kansultasi BPHTR

123 53 52 Lainnya Pembavyaran BFHTE

124 22 51 Pagawai Swasta Konsultasl PAT

125 26 SITA Lainmya Perubiahan Data PRB-P2
126 5 SLTP Lainnya Pengacakan PER-P2

127 34 51 Lainnya Permbayaran PRB-F2 Desa
128 ) 51 Wirausaha Pembayaran Pajak MBLB
129 ] SLTA Pegawal Swasta Konsultasi PAT

130 31 pi/o2/03 wirausaha Pembayaran Pajak Restoran
131 40 Di1/o2/03 wirausaha Konsultasi Pajak Sarang Walet
132 31 51 PHS/THI Palrl Konsultaz BPHTE

133 45 &LTA wirausaha Fembayaran Pajak Hotel
134 A3 51 wilrausaha Pembavaran Pajak Restorvan
135 A2 SLTA Lalrivya kansultasi Pajak MBLE

136 54 51 Labrnya Konsultasi Pajak Reklame
137 59 &1 PSS T Palri Pengecekan PEB-P2

138 43 51 PMS/ TR Polri Pesubahan Data PBB-P2
134 31 s1 Pegawal Swasta Pembayaran PEB-P2

140 34 SLTA Pegaweai Swasta Pembayaran PRE-P2

141 45 SLTA Lainmya Perubzhan Data PEE-F2
142 42 /03,0 Pegawai Swasta Konsulbas BPHTE

143 ER D1/0E/03 wirdusaha Pembayaran Pajak Hotel




184 a7 51 wirausaha Perubahan [ata Pajak Hotel
145 il a1 PMS/THI/Polri Perubahan Data PEE-P2
146 43 g1 PRSTNI/Polri Konsuttasi PRE-P2

147 25 SLTA Lainmmya Pembayaran Pajak Hiburan
148 13 51 Pegawai Swasta Pembayaran FPI

149 27 D1/02,/03 Lainnya Eonsubtasi Pajak MELR

150 33 D1/02/03 P TN Pal| Perbaikan Data PBE-P2

151 32 SLTA Laingya Pembayaran PBEB-F2 Desa
152 40 SLTA wirausaha Fonsultas Pajak Sarang Walet
153 45 51 wiraiusaha Pembrayaran Pajak MEBLD
154 57 51 Pepawal Swasta Kansultasi BPHTR

155 56 oifo2/03 Pegawai Swasta Pembayaran BFHTE

156 3l oi/oz/os PR TR Palri Pembayaran PEE-P2

157 24 SLTA Lainnya Perubahan Data PBE-P2
158 3 SLTR Lalrya Konsultasi PEB-P2

159 M 51 wirausaha Konsultasi APT

160 75 51 PMS/THIPoln Konsultasi Sewa Pendopo
161 25 51 PMS/THI/Polr Penbayasan Rumah Dinas
162 7 51 PRS/THI/Polri Pembayaran Sews Perdopo
163 6 SLTP wirausaha Konsultazi Pajak Reklame
164 34 5LTA Lainnya Pembayaran PRBE-P2

165 54 SLTA Lairniya Perubahan Data PEE-P2
166 41 51 Pegawai Swasta Perubahan Data Pembavaran BFHTE
167 47 oo /0 PSS/ TN Palri Pembayaran Bumah Dinas
168 32 51 PHS/TME Polri Pembayaran Rumsh Dinas
163 24 51 PSS T Polri Pembayaran Sewa Pendopa
170 21 SLTA wirausaha Pembayaran PHE-F2

11t 34 5LTP Lainnya Konsultasi PEE-P2

17 o1 SLTA Pegawai Swasta Pembayaran Pajak Parkir




173 449 SLTA wirausaha Pembayaran Pajak Restoran
174 50 5LTA wirausaha Pembayaran Pajak Restoran
175 47 k1 Lainnya Konsultasi Pajak Restoran
176 42 51 PRS/TMI/Polri Pembayaran PRB-PZ

177 47 5LTA wirausaha Pembayaran Pajak Hiburan
178 31 51 Lainnya Perubahan Data PEB-P2
ire 56 SLTA Lainnya Pembayaran PEB-P2

130 25 51 Lainnya Konsultasi Pajak Restoran




